LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI 
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	ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEGAWAI 
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	PENDAHULUAN  

	
	Dalam modul ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dalam administrasi pertanggungjawaban belanja pegawai, administrasi pengajuan belanja pegawai dan administrasi pembayaran belanja pegawai.
Tujuan modul ini adalah agar peseta didik dapat memahami ketentuan-ketentuan dalam administrasi pertanggungjawaban belanja pegawai, administrasi pengajuan belanja pegawai dan administrasi pembayaran belanja pegawai.
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	Kompetensi  Dasar  

	
	1. Memahami  konsep pengelolaan adminsitrasi pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai.
Indikator hasil belajar :
a.  Menjelaskan ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan  pengelolaan administrasi pertanggunjawaban keuangan belanja pegawai .
b.   Menjelaskan Dasar hukum Penglolaan pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai 
c.   Menjelaskan jenis jenis pengelolaan adminstrasi  pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai.
2. Memahami Pengelolaan Administrasi Pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai

a.   Menjelaskan pengelolaan pertanggunjawaban keuangan  belanja gajii anggota Polri
b.   Menjelaskan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai gaji   PNS.
3. Melaksanakan pengelolaan pertanggujawaban keuangan belanja pegawai 
a.    Menyimulasikan pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai gaji anggota Polri 
b.    Menyimulasikan pengelolaan administrasi pertanggunjawaban keuangan belanja pegawai gaji PNS.
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	Materi  Pokok

	
	1. Pokok Bahasan 1: 

  Konsep pengelolaan adminsitrasi pertanggungjawaban keuangan  belanja pegawai.
Subpokok Bahasan :
a. Ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan  pengelolaan administrasi pertanggunjawaban keuangan belanja pegawai .
b. Dasar hukum Penglolaan pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai
2. Pokok Bahasan 2: 
Pengelolaan adminstrasi pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai.
Subpokok Bahasan:
a. pengelolaan Administrasi pertanggunjawaban keuangan  belanja gajii anggota Polri
b. Pengelolaan adminnnnistrasi pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai gaji   PNS.
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	Metode  Pembelajaran

	
	Metode pembelajaran  yang digunakan dalam modul ini menggunakan metode yang bervariatif meliputi :

1. Metode Ceramah 

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi tentang:

a. Ketentuan ketentuan  yang berkaitan dengan pengelolaan adminstrasi pertanggungjawaban keuangan;

b. Pengelolaan adminsytasi pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai gaji Polri , 
c.  Pengelolaan adminsytasi pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai gaji PNS Polri , 
2. Metode tanya jawab

Metode ini  digunakan untuk memperdalam pemahaman materi dan mengetahui tingkat pengusaan materi yang disampaikan pendidik.

3. Metode diskusi
Metode ini digunakan untuk mendikusikan materi tentang:

a. Pengelolaan adminsytasi pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai gaji Polri , 
b.  Pengelolaan adminsytasi pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai gaji PNS Polri
4. Metode penugasan 

Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman materi diberikan dengan membuat rangkuman atau resume terhadap seluruh materi pengelolaan administrasi belanja pegawai. 

5. Metode praktik 
Metode ini digunakan untuk melatih keterampilan  melaksanakan pengelolaan administarsi pertanggungjawaban belanja pegawai .
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	Alat, media, Bahan dan Sumber Belajar 

	
	1. Alat 

a. Whiteboard.

b. Flipchart.

c. Kertas flipchart.
d. Komputer/laptop.

e. LCD dan screen.
f. Alat tulis.
2. Bahan
a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK No. 190 Tahun 2013) tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelakasanaan APBN.
b. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Polri berserta perubahannya Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2014.
. 
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	Kegiatan  Pembelajaran

	
	1. Tahap awal : 10  menit
a. Pendidik menyampaikan apersepsi :

1) Pendidik melaksanakan perkenalan.
2) Menyampaikan tujuan diberikannya materi pelajaran.
3) Mengeksplor pengetahuan peserta didik.
b. Peserta didik menyimak, mencatat dan melaksanakan instruksi pendidik.

.
2. Tahap inti : 240 Menit
Tahap inti 1 : penyampaian materi (150 menit)  

a. Pendidik menyampaikan materi tentang:

1) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai;

2) Pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan keuangan belanja pegawai, 
b.  Pendidik memberikan contoh pelaksanaan pengelolaan admiistrasi pertannggungjawaban keuangan .
c. Pendidik memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya materi yang belum dipahami.
d. Peserta didik memberikan tanggapan atau bertanya materi yang belum dipahami.

e. Pendidik memberikan tanggapan atas pernyataan atau pertanyaan perserta didik.

Tahap Inti 2 : diskusi kelompok tentang mekanisme pencairan dana (135 menit)
1) Pendidik membagi peserta didik menjadi 3 (tiga) kelompok untuk mendiskusikan topik tentang :
1) Kelompok I dan II : Pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai gaji anggota Polri  .
2) Kelompok III dan IV   : Pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai gaji PNS Polri  .
2) Pendidik memfasilitasi jalannya diskusi.
3) Pendidik mengintruksikan masing masing kelompok untuk melaksanakan diskusi sesuai dengan topik yang diberikan.
4) Masing maasing kelompok memaparkan hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok yang lain.
5) Pendidik memberikan tanggapan hasil paparan masing masing kelompok
6) Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi 
Tahap Inti 3: Praktik pengelolaan adminstrasi pertanggunngjawaban keuangan belanja pegawai (220  menit)
a. Pendidik menugaskan masing masing kelompok untuk mempraktikkan pengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan .belanja pegawaip
b. Pendidk memfasilitasi  praktik.
c. Peserta didik masing masing kelompok mempraktikan ompengelolaan administrasi pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai sesuai dengan topik 
d. Masing masing kelompok memaparkan hasil praktik dan ditanggapi kelompok lain.
e. Pendidik memberikan tanggapan hasil paparan masing masing kelompok
f. Peserta didik mengumpulkan hasil praktik.  
.

3. Tahap akhir : 20 menit
a. Pendidik melaksanakan penguatan materi.

b. Pendidik mengecek pemahaman peserta didik dengan menyampaikan beberapa pertanyaan.
c. Pendidik  menyimpulkan materi dan evaluasi pembelajaran.

	
	

	
	


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Tagihan / Tugas

	
	Peserta didik mengumpulkan tugas  resume paling lama 2 hari setelah pemberian materi.

	
	


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Lembar  Kegiatan

	
	2. Format Perhitungan dan Kelengkapan Perwabku dan Kelengkapan Pengajuan UP (terlampir).

3. Format Kelengkapan Perwabku GUP (terlampir).

4. Format kelengkapan Perwabku Pembayaran LS (terlampir).

	
	

	[image: image10.wmf]
	Bahan  Bacaan

	
	ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
BELANJA PEGAWAI
A. .Konsep Pengelolaan Administrasi Pertanggungjawaban keuangan   
1. Ketentuan-ketentuan dalam Administrasi Pertanggung-jawaban Belanja Pegawai
Agar terdapat tata pikir dan tata tindak yang sama dalam    memahami dan mewujudkan petunjuk pelaksanaan ini, perlu diketahui beberapa pengertian. Yaitu sebagai berikut:
a. Personel adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri, sedangkan calon personel adalah  calon PNS Polri
b. Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari Penggguna Naggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 

e. Pejabat penanda tangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/kuasa PA untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM.

f. Bendahara Umum Negara  (BUN) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan rekening kas umum negara.

g. Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan rekening kas umum negara.

h. Bendahara pengeluaran adalah personil yang diangkat oleh Kapolri, dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kapolda untuk Satker tingkat Kewilayahan dan masing-masing Kasatker ditingkat Mabes Polri yang mempunyai tugas/fungsi menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya

	
	

	
	i. Bendahara penerimaan dalah personil yang diangkat oleh kapolri dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kapolda untuk Satker tingkat kewilayahan yang mempunyai tugas/fungsi menerima, menyimpan, menatausahakan, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

j. Petugas pengelola administrasi belanja pegawai adalah personil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai tugas dan fungsi membiat daftar gaji dan menghitung hak-hak kepegawaian yang berkaitan dengan pembayaran belanja pegawai dilingkungan Polri dilaksanakan oleh perwira/bintara umum urusan gaji dapa bendahara pengeluaran.

k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan disahkan oleh menteri.
l. Pengelolaan penghasilan 

1) Penghasilan teratur

a) Gaji pokok.
b) Tunjangan keluarga (isteri / suami dan anak).
c) Tunjangan lain-lain.
2) Komponen pembayaran gaji bagi anggota Polri  terdiri dari :

a) Gaji pokok, sesuai dengan skala gaji personil yang  berlaku   berdasarkan Peraturan pemerintah.

b) Tunjangan Isteri/suami sebesar 10 % dari gaji pokok.

c) Tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok.

d) Tunjangan jabatan stuktural/fungsional.

e) Tunjangan khusus Papua/Irian Jaya.

f) Tunjangan    daerah   terpencil/sangat terpencil.
g) Uang lauk pauk hanya di berikan bagi Anggota Polri (tidak termasuk anggota keluarga). sebesar indeks sesuai ketentuan yang berlaku, di kalikan jumlah hari dalam bulan berkenaan Uang lauk pauk tidak di pungut  pajak penghasilan (PPh).

h) Tunjangan khusus Polwan.

i) Tunjangan Babinkamtibmas.

j) Tunjangan perbaikan penghasilan.
k) Tunjangan beras sebanyak 10 kg/jiwa, khusus untuk anggota Polri sebanyak 18 kg/jiwa.

l) Pembulatan.

m) Pajak penghasilan (PPh) ditangung Pemerintah dihitung sesuai ketentuan yang berlaku.  

n) Potongan terdiri dari :      

(1) Perhitungan Fihak Ketiga   (PFK) : Iuran Wajib pegawai (IWP) sebesar 10 % dari gaji pokok + tunjangan isteri/suami + tunjangan anak.

(2) PFK Beras Bulog dalam hal tunjangan beras berikan dalam bentuk natura (beras).   

(3) PPh pasal 21.                                                     

(4) Lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Penerimaan melalui daftar gaji

a) Gaji pokok.
b) Tunjangan keluarga.
c) Tunjangan umum.
d) Tunjangan beras/pangan.
e) Tunjangan jabatan.
f) Tunjangan yang disamakan dengan Tunjab.
g) Tunjangan khusus Papua.
h) Tunjangan pengabdian di wilayah terpencil.

i) Tunjangan lainnya meliputi : Tunjangan resiko, Kompesasi kerja, kemahalan.
j) Tunjangan perbaikan penghasilan.
k) Pembulatan.
l) Pajak Penghasilan Pasal 21.
m) Potongan terdiri dari :
(1) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Iuran Wajib Pegawai sebesar 10 %.
(2) PFK Beras Bulog dalam hal tunjangan beras diberikan dalam bentuk beras (Natura).
(3) PPh – 21.
(4) Persekot Gaji.
(5) TPTGR.
(6) Sewa Rumdin (2% dari Gaji Pokok).
n) Uang lauk pauk.

. 
d. Dasar Hukum  Pengelolaan Administrasi Pengajuan Belanja Pegawai
Dalam rangka pembayaran belanja pegawai PPABP menyampaikan daftar perhitungan belanja pegawai sesuai peruntukannya dan dokumen pendukung kepada PPK sebagai berikut:

a. Gaji induk
Dalam rangka pembayaran berdasarkan Perkap No 22 Tahun 2011 Pasal 17, dokumen yang diperlukan adalah:

1) Daftar gaji.

2) Salinan keputusan pengangkatan pertama.

3) Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Perorangan (KP4) disertai data pendukungnya.

b. Gaji susulan
Dalam rangka pembayaran berdasarkan Perkap No 22 Tahun 2011 pasal 19, dokumen yang diperlukan   adalah :

1) Daftar gaji susulan.

2) Foto copy keputusan pengangkatan atau mutasi.

3) Suran perintah dan atau berita acara serah terima jabatan.

4) SKPP.

c. Rapel gaji
Dalam rangka pembayaran rapel gaji berdasarkan Perkap No 22 Tahun 2011 pasal 20, dokumen yang diperlukan adalah :

1) Daftar perhitungan kekurangan  gaji.

2) Foto copy keputusan kenaikan gaji berkala.

3) Foto copy keputusan kenaikan pangkat.

4) Foto copy surat perintah acara serah terima jabatan.

d. Uang muka 
Dalam rangka pembayaran uang muka/Persekot gaji berdasarkan Perkap No 22 Tahun 2011 Pasal 21, dokumen yang diperlukan adalah :

7) Daftar perhitungan uang muka.

8) Fotocopi  keputusan mutasi pindah

9) Surat permohonan dari yang bersangkutan.

e. Uang duka wafat 

Dalam rangka pembayaran duka wafat gaji berdasarkan Perkap Nomor 22 Tahun 2011 Pasal 22, dokumen yang diperlukan adalah :

1) Daftar perhitungan uang duka wafat.

2) Surat keterangan kematian.

f. Uang duka tewas  atau gugur 
Dalam rangka pembayaran duka tewas  atau gugur berdasarkan Perkap Nomor 22 Tahun 2011 Pasal 23 ayat 1, dokumen yang diperlukan adalah :

1) Daftar perhitungan uang tewas atau gugur.

2) Surat keterangan kematian.

3) Keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan personel tewas atau gugur.

g. Uang duka hilang 
Dalam rangka pembayaran uang duka hilang berdasarkan Perkap No 22 Tahun 2011 Pasal 23 ayat 2, dokumen yang diperlukan adalah :

1) Laporan pelaksanaan tugas.

2) Fotocopi SKEP pengkatan pertama.

3) Fotocopi KTA.

4) Kartu Asabri.

5) Fotocopi surat nikah.

6) Fotocopi KTP.

7) Rekomendasi Kasatker.

h. Gaji terusan
Dalam rangka pembayaran gaji terusan (Warakawuri/Janda/Duda berdasarkan Perkap Nomor 22 Tahun 2011 Pasal 24, dokumen yang diperlukan adalah :

1) Daftar perhitungan gaji terusan.

2) surat keterangan kematian.

3) SPTJM.

4) SPP/SPM/SP2D
Persyaratan pengajuan SPM belanja pegawai kepada KPPN.
a. Gaji rutin 

Daftar gaji yang telah ditandatangani oleh PDG/Ur gaji dan Kasatker, disertai daftar rekafitulasi Gaji dalam rangkap 2 (dua) salinan surat keputusan pengangkatan pertama sebagai personil/calon personil dan surat pernyataan telah melaksanakan tugas dalam hal ada penambahan personil/calon personil KP 4 (KU 1) Model DA 01.04 dalam hal terdapat personil/calon personil yang mengalami perubahan susunan keluarga disertai dokumen pendukung yang berupa :

1) Salinan/copy surat nikah yang telah dilegalisir untuk perubahan karena menikah.
2) Salinan/copy akte kelahiran yang telah dilegalisir untuk perubahan karena penambahan anak.
3) Surat keterangan kuliah/sekolah, bagi anak yang berumur diatas 21 tahun s/d 25 tahun masih sekolah/kuliah, belum bekerja, belum/tidak pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan menjadi tanggungan personil/calon personil yang bersangkutan.
4) Surat keterangan cacat bagi anak yang telah berusia 21 tahun yang tidak dapat mecari penhasilan sendiri, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dokter pemerintah).
Dalam hal terdapat pembayaran gaji personil pindahan, dilengkapi :

1) SKPP lembar asli yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan disahkan oleh KPPN.

2) Salinan/copy surat keputusan pindah dari pejabat yang berwenang yang telah dilegalisir.

3) Surat pernyataan pelantikan atau surat keteranan/ perintah serah terima jabatan (untuk jabatan structural) dan surat keterangan menduduki jabatan (untuk jabatan Fungsional)

4) Surat keterangan/surat perintah telah melaksanakan tugas dari Kasatker.

5) Apabila lembar kedua SKPP belum diterima, KPPN dapat melaksanakan pembayaran gaji sepanjang SKPP lembar asli telah dilampirkan pada SPM Gaji  dan dilengkapi dengan : Faksimil SKPP lembar kedua dari KPN yang mengesahkan SKPP, copy lembar KU- 11 (buku pembayaran gaji), 

6) Dokumen mutasi kepegawaian lainnya seperti Skep kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, serta daftar potongan utang kepada negara.  

b. Gaji Susulan.

1) Daftar gaji susulan ditandatanani oleh bendahara pengeluaran dan Kasatker rangkap 2 ( dua ). 

2) Salinan/copy surat keputusan pengangkatan dari pejabat berwenang yang telah dilegalisir dan surat keterangan/surat perintah melaksanakan tugas dari Kasatker

3) Surat pernyataan pelantikan atau surat keterangan/ perintah serah terima jabatan (untuk jabatan struktural) surat keterangan menduduki jabatan (untuk jabatan fungsional).
4) SKPP dalam hal personil bersangkutan adalan pindahan dari satker di luar wilayah pembayaran KPPN bersangkutan.
c. Uang duka wafat.  

1) Daftar perhitungan uang duka wafat yang telah ditandatangani oleh PDG/Ur gaji dan Kasatker dalam rangkap 2 (dua).
2) Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang serendah–rendahnya Lurah/Kepada Desa/Kasatker.
3) Uang duka wafat diberikan selembar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir (termasuk uang lauk pauk) sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Uang duka tewas/gugur.
2) Daftar perhitungan uang duka tewas/gugur yang telah ditandatangani oleh PDG/Ur Gaji dan Kasatker dalam rangkap 2 (dua).
3) Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang serendah–rendahnya Lurah/Kepala Desa/Kasatker.
4) Surat keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan personil/calon personil yang bersangkutan tewas/gugur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk PNS Polri dan dari Kapolri/Kapolda untuk anggota Polri.
5) Uang duka tewas/gugur diberikan sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir sebulan termasuk tunjangan jabatan, uang lauk pauk bagi anggota Polri dan sebesar 4 (empat) kali penghasilan terakhir sebulan termasuk tunjangan jabatan untuk PNS.

e) Gaji terusan.

1) Daftar perhitungan terusan gaji yang telah ditandatangani oleh PDG/Ur gaji dan Kasatker dalam rangkap 2 (dua). Dibawah nama personil bersangkutan dicantumkan tanggal meninggal dunia.

2) Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa/Kasatker.

3) Besarnya terusan gaji adalah sebesar penghasilan terakhir yang diterima almarhum/almarhumah (termasuk lauk pauk) dan diberikan sesuai ketentuan.
1. Pengelolaan Administrasi Pembayaran Belanja Pegawai Anggota Polri
Anggaran untuk pelaksanaan pembayaran belanja pegawai disediakan dalam DIPA masing-masing satker. Pembayaran gaji induk dilaksanakan langsung (LS) kepada anggota  Polri melalui rekening masing-masing. PPABP menyampaikan informasi pembayaran pegawa gaji kepada anggota Polri yang bersangkutan berupa slip gaji yang dapat dicetak melalui aplikasi BPP.

Adapun pembayaran yang harus dibayarkan meliputi:
a. Gaji induk

Gaji induk dibayarkan pada hari kerja pertama bulan yang bersangkutan kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.  Gaji pertama anggota ditetapkan dalam keputusan pengangkatan, penggajian dan penempatan anggota Polri. .

Tunjangan istri/suami diberikan sebesar 10 % dari gaji pokok, diberikan untuk 1 (satu) istri/suami pegawai yang syah. Dalam hal suami/istri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai negeri, maka tunjangan kelaurga hanya diberikan kepada salah satu suami/istri yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.

Tunjangan anak diberikan sebesar 2 % dari gaji pokok, tunjangan ini diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak kandung/anak tiri atau mengangkat anak angkat.Tunjangan anak diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. Tunjangan anak bagi anak angkat diberikan untuk paling banyak 1 (satu) orang anak dan hanya diberikan kepada pegawai yang sudah menikah. Tunjangan anak dapat terus diberikan sampai dengan usia anak 25 tahun apabila anak tersebut masih sekolah/ kuliah/kursus paling kurang 1 (satu) tahun yang dibuktikan surat keterangan masih sekolah/kuliah/kursus.

Tunjangan pangan/beras diberikan dalam bentuk uang atau beras (natura) kepada pegawai beserta keluarga yang berhak mendapatkan tunjangan keluarga. Tunjangan beras diberikan 18 Kg /jiwa/bulan untuk anggota Polri dan 10 Kg/jiwa/bulan untuk anggota keluarga yang berhak. .
Tunjangan jabatan struktural diberkan setiap bulan kepada anggota Polri yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Dalam hal pelantikan dilaksanakan pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan maka tunjangan jabatan struktural diberikan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Pemberhentian dari jabatan struktural karena mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat tugas.

Tunjangan lauk pauk hanya diberikan kepada anggota Polri tidak termasuk anggota kelauarga dengan besaran sesuai Permenkeu.

Tunjangan pajak penghasilan diberika kepada anggota Polri yang terutang pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan tunjangan setiap bulan. Tunjangan PPh dibayarkan sebesar nilai pajak yang terutang atas gaji setiap bulan.   

b. Diberhentikan karena hilang dalam tugas

Diberhentikan karena hilang dalam tugas kepada personel yang hilang dalam tugas operasi/dinas diberikan tenggang waktu 1 (satu)  tahun untuk pencarian, Kasatker menerbitkan Sprin Pencarian Orang Hilang.

1) Selama masa pencarian kepada keluarga/akhli warisnya dibayarkan penghasilan penuh selama 1 (satu) tahun.  

2) Apabila setelah satu tahun tidak diketemukan lagi, personel tersebut dinyatakan gugur/tewas dan diberhentikan dengan hormat, untuk anggota Polri berdasarkan Skep Kapolri/Kapolda, 
3) Apabila berkeluarga diberikan gaji terusan, uang duka wafat dan Santunan Resiko Kematian Khusus (SRKK) sesuai ketentuan yang berlaku.

4) bagi personel tidak berkeluarga/bujangan hanya diberikan uang duka tewas/gugur, SRKK dan tunjangan orang tua dibayarkan melalui PT. Asabri.

5) Apabila dikemudian hari ternyata personel yang telah dinyatakan gugur/tewas ditemukan, maka dilakukan peninjauan kembali atas surat keputusan yang telah diterbitkan dan menghitung serta membayar kembali hak-hak yang harus diterimanya.

c. Menjalankan masa persiapan pensiun.
1) Kepada personel yang akan memasuki usia pensiun maksimun diberikan kesempatan menjalanai masa persiapan paling lama 1 (satu) tahun.

2) Hak-hak yang diterima selama MPP 

a) Penghasilan penuh (termasuk ULP) kecuali unjangan jabatan.

b) Perawatan kedinasan seperti berlaku bagi personel  yang masih aktif.

c) Hak–hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti : kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat.

a) Uang duka gugur/tewas untuk anggota Polri sebesar 6 (enam) kali penghasilan  terakhir termasuk ULP.

d. Gaji terusan (Warakauri/duda)
1) Meninggal dunia biasa/wafat

a) 6 (enam) bulan kali penghasilan terakhir tanpa memiliki tanda jasa.

b) 12 (dua belas) bulan kali penghasilan terakhir apabila memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang nararia berdasarkan Keppres RI.

e. Gugur/tewas.

Apabila berkeluarga:
1) 12 (dua belas) bulan kali penghasilan terakhir (terasuk ULP) setelah dinyatakan gugur/tewas berdasarkan Skep Kapolri/Kapolda.

2) 18 (delapan belas) bulan kali penghasilan terakhir  jika ditetapkan sebagai pahlawan berdasarkan Keppres RI.

Apabila tidak berkeluarga/bujangan:
1) Tunjangan orang tua sebesar 25 % kali gaji pokok       terakhir almarhum.

2) Tunjangan orang tua sebesar 12,5 % kali gaji pokok  terakhir almarhum kepada masing- masing orang tuanya, dalam hal ini orang tuanya bercerai secara sah menurut hukum, pembayaran dilaksanakan oleh PT. Asabri.

Kepada personel yang dinyatakan gugur/tewas diberikan Santunan Resiko Kematian (SRKK) yang dibayarkan oleh PT. Asabri.
Gaji terusan hanya dipotong DPK sebesar 2% sedangkan untuk IPEN dan THT tidak dipotong, dalam hal keterlajuran pemotongan PFK IWP 10 % maka kelebihan pemotongan untuk IPEN dan THT sebesar 10 % agar dicantumkan dalam SKPP supaya dapat dibayarkan kembali oleh PT. Asabri kepada keluarga.
KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada KPPN atas pembayaran gaji induk secara LS melalui rekening Bendahara Pengeluaran disertai Surat pernyataan Tangguing jawab Mutlak (SPTJM) atas permohonan yang diajukan oleh KPA Kepala KPPN dapat menerrbitkan Surat persetujuan.
2. Administrasi Pembayaran Belanja Pegawai gaji PNS Polri
Anggaran untuk pelaksanaan pembayaran belanja pegawai disediakan dalam DIPA masing-masing satker. Pembayaran gaji induk dilaksanakan langsung (LS) kepada anggota /PNS Polri melalui rekening masing-masing. PPABP menyampaikan informasi pembayaran pegawa gaji kepada PNS Polri yang bersangkutan berupa slip gaji yang dapat dicetak melalui aplikasi GPP.

Adapun pembayaran yang harus dibayarkan meliputi:
f. Gaji induk

Gaji induk dibayarkan pada hari kerja pertama bulan yang bersangkutan kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan.  Gaji pertama CPNS Polri dibayarkan setelah yang bersangkutandinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT).

Tunjangan istri/suami diberikan sebesar 10 % dari gaji pokok, diberikan untuk 1 (satu) istri/suami pegawai yang syah. Dalam hal suami/istri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai negeri, maka tunjangan kelaurga hanya diberikan kepada salah satu suami/istri yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.

Tunjangan anak diberikan sebesar 2 % dari gaji pokok, tunjangan ini diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak kandung/anak tiri atau mengangkat anak angkat.Tunjangan anak diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak. Tunjangan anak bagi anak angkat diberikan untuk paling banyak 1 (satu) orang anak dan hanya diberikan kepada pegawai yang sudah menikah. Tunjangan anak dapat terus diberikan sampai dengan usia anak 25 tahun apabila anak tersebut masih sekolah/ kuliah/kursus paling kurang 1 (satu) tahun yang dibuktikan surat keterangan masih sekolah/kuliah/kursus.

Tunjangan pangan/beras diberikan dalam bentuk uang atau beras (natura) kepada pegawai beserta keluarga yang berhak mendapatkan tunjangan keluarga. Tunjangan beras diberikan 10 Kg/jiwa/bulan untuk anggota keluarga yang berhak. Tunjangan beras untuk PNS diberikan sebanyak 10 Kg/jiwa/bulan dan 10Kg/jiwa/bulan bagi anggota keluarga yang berhak mendapatkan tunjangan keluarga.
Tunjangan umum dibayarkan terhitung mulai tanggal bulan berikutnya setelah pegawai yang bertsangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. Khusus untuk PNS Polri yang ditugaskan belajar untuk jangka waktu lebih 6 (enam) bulan, tunjangan umum dihentikan mulai bulan ke tujuh.

Tunjangan jabatan struktural diberkan setiap bulan kepada PNS Polri yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. Dalam hal pelantikan dilaksanakan pada tanggal hari kerja pertama bulan berkenaan maka tunjangan jabatan struktural diberikan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Pemberhentian dari jabatan struktural karena mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat tugas.

Tunjangan jabatan fungsional diberikan kepada PNS Polri yang menduduki jabatan fungsional ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat berwenang. 

Tunjangan pajak penghasilan diberika kepada PNS/CPNS Polri yang terutang pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan tunjangan setiap bulan. Tunjangan PPh dibayarkan sebesar nilai pajak yang terutang atas gaji setiap bulan.   




	[image: image11.wmf]
	Rangkuman

	
	1. Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

2. Petugas pengelola administrasi belanja pegawai adalah personil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai tugas dan fungsi membiat daftar gaji dan menghitung hak-hak kepegawaian yang berkaitan dengan pembayaran belanja pegawai dilingkungan Polri dilaksanakan oleh perwira/bintara umum urusan gaji dapa bendahara pengeluaran.
3. Komponen pembayaran gaji bagi anggota Polri  terdiri dari : gaji pokok, sesuai dengan skala gaji personil yang  berlaku   berdasarkan peraturan pemerintah, tunjangan isteri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan stuktural/fungsional, tunjangan khusus Papua/Irian jaya, tunjangan    daerah   terpencil/sangat terpencil, uang lauk pauk hanya di berikan bagi anggota Polri,  tunjangan khusus Polwan, tunjangan Babinkamtibmas, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras dan sebagainya.
4. Daftar gaji yang telah ditandatangani oleh PDG/Ur gaji dan Kasatker, disertai daftar rekafitulasi Gaji dalam rangkap 2 (dua) salinan surat keputusan pengangkatan pertama sebagai personil/calon personil dan surat pernyataan telah melaksanakan tugas dalam hal ada penambahan personil/calon personil KP 4 (KU 1) Model DA 01.04 dalam hal terdapat personil/calon personil yang mengalami perubahan susunan keluarga disertai dokumen pendukungnya.

5. Anggaran untuk pelaksanaan pembayaran belanja pegawai disediakan dalam DIPA masing-masing satker. Pembayaran gaji induk dilaksanakan langsung (LS) kepada anggota/PNS Polri melalui rekening masing-masing. PPABP menyampaikan informasi pembayaran pegawa gaji kepada anggota/PNS Polri yang bersangkutan berupa slip gaji yang dapat dicetak melalui aplikasi BPP/GPP.
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	Latihan

	
	1. Jelaskan ketentuan-ketentuan dalam administrasi pertanggung-jawaban belanja pegawai!
2. Jelaskan administrasi pengajuan belanja pegawai!
3. Jelaskan administrasi pembayaran belanja pegawai!
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